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ABSTRAK 

 

Perkawinan  dapat dilangsungkan jika sudah memenuhi rukun 

dan syarat yang telah ditetapkan, salah satunya wali nikah. Berbicara 

mengenai masalah wali nikah secara umum dianggap mudah, tetapi 

yang terjadi dalam realitanya banyak terjadi permasalahan mengenai 

perwalian, seperti halnya mengenai pelimpahan perwalian ketika wali 

nasabnya masih ada. Kemudian hal inilah yang menarik perhatian 

penulis untuk mengangkat judul penelitian mengenai taukil wali, 

dimana hal ini perlu diteliti kembali terkait mengapa itu terjadi, apa 

yang menjadi alasan para wali nasab yang masih ada tetapi malah 

mewakilkan perwaliannya kepada orang lain khusunya di sini kepada 

Petugas KUA, lalu bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai 

praktik taukil wali ini. 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah 

penelitian lapangan (field research) yang memperoleh data langsung 

di lapangan, tepatnya untuk penelitian ini dilakukan di KUA 

Kemiling. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis mewawancarai 

Kepala KUA Kemiling, dan Penghulu Madya Kemiling, mengenai 

taukil wali yang terjadi di KUA Kemiling. Penelitian inipun dibuat 

berdasarkan manfaatnya yaitu dijadikan sumbangan akademik untuk 

menambah ilmu dan referensi mengenai masalah perwalian khususnya 

taukil wali ini bagi mahasiswa maupun mayarakat umum, sekaligus 

untuk jadi masukan bagi para wali yang ingin menikahkan anaknya.  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, 

dapat dikatakan bahwa praktik taukil wali ini memang ada dan terjadi 

di Kemiling, tetapi kasusnya tidak sebanyak di daerah lain yang 

menjadikan taukil wali ini kebiasaan. Alasan dilakukannya praktik 

taukil wali di KUA Kemiling disebabkan karena wali nasab tidak bisa 

hadir pada saat akad dilakukan karena jauhnya tempat akad dengan 

tempat keberadaan dari wali nasab, dan juga dikarenakan wali nasab 

gugup atau tebawa emosi sehingga dia tidak sanggup untuk 

mengucapkan ijab untuk akad nikah wanita yang berada di bawah 
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perwaliannya. Dalam pandangan Hukum Islam, Taukil wali termasuk 

dalam konsep wakalah yang mana di dalam Islam praktiknya 

dibolehkan. Tetapi tidak semua keinginan wali untuk melakukan 

taukil wali ini diizinkan, karena ada prosedur-prosedur yang harus 

dipenuhi agar praktik taukil wali ini bisa dilakukan, di KUA Kemiling 

sendiri praktiknya sudah sesuai dengan yang seharusnya karena telah 

memenuhi rukun dan syarat dari wakalah atau taukil wali itu sendiri.  

 

Kata Kunci: Perkawinan, Taukil Wali, Wali Nikah 
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MOTTO 

 

  لاَ نكَِاحَ إلِاَّ بوَِليِ  

 

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali” 

(HR. Abu Daud 2/229, Tirmidzi 3/410)
1
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 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram Himpunan Hadits-

Hadits Hukum Dalam Fikih Islam  (Jakarta: Darul Haq, 2017), 537. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta 

gambaran yang jelas agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam 

memahami maksud dan tujuan dari pokok permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun judul penelitian ini 

adalah ―Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif 

Hukum Islam‖. Maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu 

istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

analisis adalah suatu tindak penyelidikan terhadap suatu hal 

baik karangan, perbuatan atau dan sebagainya, untuk 

mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya dan sebagainya).
1
 

2. Praktik  

Praktik memiliki arti yaitu pelaksanaan secara nyata 

ataupun suatu perbuatan dari sebuah teori.
2
 Dalam judul ini 

praktik yang akan dilihat adalah pelaksanaan secara nyata 

mengenai teori taukil wali yang terjadi di suatu daerah tertentu.  

3. Taukil Wali 

Taukil memiliki arti yaitu seorang mukalaf yang 

mewakilkan sesuatu kepada mukalaf lainnya dengan 

mengucapkan akad pemberian dan penerimaan sesuatu yang 

diwakilkan itu sebagai tanda kerelaannya.
3
 Maka taukil wali 

                                                             
1 Pusat Departemen Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia  

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60. 
2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ―Praktik,‖ 

KBBI Daring, 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Praktik. 
3 Muhammad Utsman al-kahsyt, Fiqih Wanita Empat Madzhab (Bandung: 

Khazanah Intelektual, 2017), 296. 
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adalah suatu pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh wali 

nikah kepada orang lain (wakilnya) yang memenuhi syarat 

untuk bertindak atas nama wali dari mempelai perempuan 

dalam suatu akad nikah untuk menggantikan dirinya. 

4. Perspektif Hukum Islam 

Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang 

terhadap suatu objek yang diteliti, atau dengan kata lain cara 

pandang atau memaknai suatu fenomena yang terjadi. Hukum 

Islam sendiri ialah suatu hukum yang berasal dari agama Islam 

yang diturunkan oleh Allah swt dan aturan-aturan lain yang 

didasarkan pada syari‘at Islam, dimana hukum-hukumnya 

bersumber dari al-Qur‘an, al-Sunnah dan Ijtihad.
4
 Maka dari 

itu perspektif hukum Islam memiliki maksud yaitu, sudut 

pandang dari Hukum Islam.  

Adapun maksud dari judul ―Analisis Terhadap Praktik 

Taukil Wali Perspektif Hukum Islam‖ yaitu menganalisis 

pelaksanaan nyata dari kegiatan pelimpahan kekuasaan wali 

nikah yang dilihat dari sudut pandang hukum Islamnya.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan  ialah ikatan  lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang  memiliki 

tujuan untuk membuat suatu keluarga  atau  rumah tangga yang 

bahagia dan kekal yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran 

agamanya masing-masing dan juga harus dicatat sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 dan Pasal 2 UU 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Setelah perkawinan, maka peran 

suami akan menjadi kepala keluarga dan istri memiliki peran 

sebagai ibu rumah tangga.
5
 

                                                             
4 Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Gramasurya, 

2015), 2. 
5 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), 10. 
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Perkawinan  dapat dilangsungkan jika sudah memenuhi 

rukun dan syarat yang telah ditetapkan, berikut rukun perkawinan  

menurut mayoritas ulama fiqh, yaitu: calon mempelai pria, calon 

mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan  sighat  ijab 

kabul. Adapun syarat-syarat dari perkawinan yaitu; Pertama, wali 

dan calon mempelai pria harus sudah mumayyiz artinya sudah bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, ijab 

kabul harus dilakukan dalam satu majelis, maksudnya antara 

sighat ijab dan sighat kabul tidak boleh diselingi kata-kata 

ataupun perbuatan lain yang dapat memisahkan sighat ijab dan 

kabul. Ketiga, antara sighat ijab dan sighat kabul harus sejalan, 

artinya pernyataan dari kedua belah pihak harus sejalan tidak 

bertolak belakang antara sighat ijab dan kabulnya. Keempat, ijab 

dan kabul harus disaksikan, dilihat, didengar oleh masing-masing 

pihak yaitu pihak wali, saksi dan kedua mempelai.
6
 

Adapun syarat-syarat dari rukun yang telah disebutkan di 

atas yaitu: Pertama, syarat dari mempelai pria yaitu tidak ada 

hubungan mahram dari calon istri, kemauan sendiri, jelas 

identitasnya, tidak sengan menjalankan ikhram. Kedua, bagi 

mempelai wanita yaitu tidak ada halangan syar‘i, tidak berstatus 

punya suami yang masih sah, tidak ada hubungan mahram dengan 

calon suami, tidak dalam keadaan iddah, kemauan sendiri, jelas 

identitasnya, tidak sedang menjalankan ikhram. Ketiga, syarat 

bagi seorang wali yaitu laki-laki, baligh, sehat akal, tidak dipaksa, 

adil, tidak sedang ibadah ikhram. Keempat, syarat untuk para 

saksi yaitu laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat melihat dan 

mendengar, tidak dipaksa, tidak sedang ibadah ikhram, mengerti 

bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.
7
 

Wali adalah orang yang mengakadkan suatu perkawinan 

secara sah. Di dalam suatu perkawinan wali merupakan rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang akan 

bertindak dalam menikahkannya dan memberikan izin atas 

                                                             
6 Nasruddin, Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash (Bandar 

Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), 36. 
7 Ibid., 14. 
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terjadinya suatu perkawinan. Secara garis beras wali dibagi 

menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.
8
 Menurut 

mayoritas ulama, di antaranya Imam Syafi‘i dan Ahmad bin 

Hanbal berpendapat bahwa seorang perempuan tidak 

diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun wanita lain. 

Dengan demikian suatu perkawinan tidak dapat berlangsung atau 

terjadi dengan ucapan atau tindakan wanita itu sendiri karena 

perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi sahnya 

suatu perkawinan.
9
 

Keharusan adanya wali dalam suatu perkawinan menurut 

jumhur ulama didasarkan pada beberapa dalil, baik dari al-Qur‘an 

maupun dari Hadits, antara lain terdapat dalam firman Allah swt:  

              

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 

hingga mereka beriman…” (Q.S. al-Baqarah [2]: 221). 

 

Dalam ayat tersebut diisyaratkan bahwa dalam sebuah 

perkawinan itu ada seorang wali yang mempunyai kedudukan 

untuk menikahkan seorang wanita dan bukan wanita itu sendiri 

yang menikahkan dirinya sendiri.
10

 

Di dalam Hadits juga disebutkan: 

نيِ  لاَ َِ  َٕ كَاحَ إلِاَ تِ  

Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari ayahnya berkata 

bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Tidak ada nikah kecuali 

dengan wali.” (HR. Ahmad dan Empat). 

 

                                                             
8 Ibid., 40. 
9 Muhammad Bagir, Fiqh Praktis II (Bandung: Kharisma, 2008), 27. 
10 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2019), 104. 
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Dari hadits tersebut jelas dapat dikatakan bahwa wali 

merupakan rukun dan syarat tepenting dalam suatu perkawinan, 

tanpa adanya wali perkawinan itu hukumnya tidak sah. 

 

جُ َفَْعَٓاَ ِّٔ ِْيَ انَّرِٗ ذصََ اَيِحََ  ٌَّ انصَّ ِ سْأجَُ َفَْعَٓاَ فئَ ًَ جُ انْ ِّٔ   لاَ ذصَُ

Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, 

“Janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita 

pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. 

al-Daruquthny).
11

 

 

Wali nasab atau biasa disebut juga dengan wali mujbir ini 

diatur berdasarkan dari urutan kekerabatan dari pihak mempelai 

wanita dan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

Kelompok Pertama, yaitu kelompok dari kerabat laki-laki dengan 

garis lurus keatas yang terdiri dari ayah, kakek, ayah kakek dan 

seterusnya keatas. Kelompok Kedua, yaitu kelompok dari kerabat 

saudara laki-laki yang sekandung atau saudara laki-laki seayah 

dan keturunan anak laki-laki mereka seperti kaka kandung, adik 

kandung, kaka seayah, adik seayah dan anak laki-laki mereka 

(keponakan). Kelompok Ketiga, yaitu kelompok dari kerabat 

paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki 

seayah dan keturunan anak laki-laki mereka (sepupu). Kelompok 

Keempat, yaitu kelompok saudara laki-laki kandung dari kakek, 

saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan anak laki-laki 

mereka.
12

 

Kemudian ada wali hakim, jika dalam keadaan normal 

maka wali nasab adalah wali yang diutamakan terlebih dahulu 

untuk mengawinkan anak perempuannya tetapi apabila wali nasab 

tidak mampu atau adanya sesuatu hal yang tidak mungkin wali 

nasabnya bisa mengawinkan putrinya maka dapat digantikan 

dengan wali hakim untuk melangsungkan suatu perkawinan. 

                                                             
11 Ibid., 105. 
12 Nasruddin, Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash, 41. 
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Adapun kewenangan untuk memindahkan kewenangan dari wali 

nasab kepada wali hakim ialah jika ada pertentangan yang terjadi 

diantara para wali, atau wali nasabnya tidak ada, ada tetapi tidak 

mungkin untuk menghadirkannya atau bisa dikarenakan tidak 

diketahui tempat tinggal dari sang wali atau enggan untuk 

dihadirkan. Untuk masalah seperti ini Rasulullah saw bersabda :  

 

ٍْ عَا ئشَِحَ قاَندَْ : قاَلَ  لُ عَ ْٕ َٔ : أَ يُّ زَظُ  ِّ ُ عَهيَْ ِ صَهَّٗ اللََّّ ا ا يْسَأجٍَ اللََّّ ًَ
َٔ نيِِّٓاَ فَُِكَا دُٓاَ تاَطِم    ٌِ ْٓسُ َكََذَدْ تِغَيْسِ إذْ ًَ ٌْ دَخَمَ تِٓاَ فهََٓاَ انْ ِ ,فئَ

ٍْ فسَْجِٓاَ, ا اظْرذََمَّ يِ ًَ َٔ  تِ ٍْ لاَ  َٔ نيُِّ يَ  ٌُ هْطاَ ا فاَ نعُّ ْٔ ٌِ اشْرجََسُ فاَإِ

 نيَِّ نَُّ

―Dari Aisyah berkata : Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda : Seorang wanita yang menikah tanpa seizin 

walinya maka nikahnya batil. Jika laki-laki itu telah 

mencampurinya, maka dia (istri) berhak mendapatkan mahar, 

karena dia (suami) telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika 

mereka berselisih maka Sulthan (penguasa) adalah wali bagi 

wanita yang tidak memiliki wali.‖ (HR. Imam Empat kecuali an-

Nasa‘i).
13

 

 

Pada urusan masalah urutan wali dalam perkawinan, pada 

dasarnya tidak diatur dan ditemukan didalam al-Qur‘an maupun 

Hadits Nabi Muhammad saw, yang ada hanya pendapat para 

Shahabat. Tertib urutan dari wali nikah ini pada dasarnya 

disamakan dengan tertib urutan dalam kasus warisan. 

Kewenangan wali nasab yang diperoleh kerabat dari mempelai 

wanita bisa berpindah kepada wali hakim jika wali nasab tidak 

memenuhi syarat sebagai wali, atau walinya tidak ada.
14  

                                                             
13 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram Himpunan Hadits-

Hadits Hukum Dalam Fikih Islam (Jakarta: Darul Haq, 2017), 537. 
14 Aspandi, ―Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan 

Kompilasi Hukum Islam,‖ AHKAM, Vol. 5 No. 1 (2017): 85–116, http://ejournal.iain-

tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/673. 
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Sebenarnya, termasuk syarat sahnya nikah adalah 

pemakaian wali harus tertib dan sesuai urutan, maka tidak sah 

nikah bila yang menjadi wali adalah wali yang urutannya lebih 

jauh kalau masih ada wali yang urutannya lebih dekat.
15

 

Dalam Hukum Perkawinan Islam juga memungkinkan 

adanya wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan, 

perwakilan di dalam pernikahan ini juga seperti halnya perwakilan 

pada seluruh jenis akad. Perwakilan dalam akad nikah pada 

dasarnya dapat terjadi secara lisan saja dan tanpa memerlukan 

adanya saksi. Namun untuk menghindari kemungkinan-

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian 

hari maka hendaklah dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan 

kepada yang lain. Wali dari mempelai wanita yang mewakilkan 

kepada orang lain untuk menikahkan anak wanita yang di bawah 

perwaliannya, dikenal dengan istilah taukil wali, yang mempunyai 

arti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang 

memenuhi syarat sebagai pihak yang mewakili (wakil) wali dari 

mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah 

ini hanya berkedudukan sebagai yang diberi wewenang oleh wali 

nikah (muwakkil) untuk menikahkan calon mempelai wanita. 

Kemudian setelah akad nikah itu selesai, maka berakhir pula tugas 

dari wakil wali tersebut.
16

 

Berbicara mengenai masalah wali nikah secara umum 

dianggap mudah karena semua para orang tua menginginkan anak 

wanitanya untuk menikah. Tetapi yang terjadi dalam realitanya, 

sekarang ini banyak terjadi permasalahan mengenai perwalian, 

seperti halnya mengenai pelimpahan perwalian kepada orang lain 

khususnya di sini Petugas KUA disaat wali nasabnya ada. Seperti 

halnya dalam akad suatu perkawinan seseorang yang berhak untuk 

menjadi wali adalah ayahnya, akan tetapi tidak sedikit ayah 

                                                             
15 Firman Arifandi, Serial Hadits Nikah 5 Wali Nikah (Jakarta: Rumah Fiqh 

Publishing, 2019), 18. 
16 Anita Anjarwati, ―Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat 

Mewakilkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus Di Kampung 
Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)‖ (Skripsi, 

IAIN Metro, 2020), 34. 
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kandung yang justru mewakilkan kewaliannya kepada orang lain. 

Kemudian hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk 

mengangkat judul penelitian mengenai taukil wali, dimana hal ini 

perlu diteliti kembali lebih mendalam terkait mengapa itu semua 

terjadi, apa saja alasan para wali nasab yang masih ada tetapi 

malah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, dan 

bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai praktik taukil 

wali ini.  

Penulis memutuskan untuk meneliti masalah taukil wali 

ini disalah satu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga 

yang berwenang dalam mencatat dan mengesahkan suatu 

perkawinan berkewajiban mengetahui apakah ketika terjadi proses 

perkawinan itu sudah baik menurut syarat dan rukunnya atau 

belum. Tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling 

Kota Bandar Lampung.  

Penulis memutuskan untuk meneliti masalah ini di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, 

karena selama sebulan penulis melaksanakan Pengembangan 

Kompetensi Lapangan (PKL) di sana, penulis menemukan dua 

kasus taukil wali yang terjadi pada saat itu. Kemudian penulis 

membicarakan masalah ini dengan Penghulu Madya setempat dan 

mengkonfirmasi bahwasanya memang kasus taukil wali ini 

memang cukup sering terjadi dengan berbagai alasan baik 

dikarenakan lokasi walinya berada jauh dari sang anak yang akan 

melakukan perkawinan, wali sedang berihram, walinya adhol 

(tidak mengizinkan), ada juga beberapa wali yang mewakilkan 

perwaliannya dikarenakan gugup untuk menikahkan anaknya saat 

akad akan dimulai. Dari beberapa alasan yang telah disebutkan di 

atas, maka penulis memutuskan untuk meneliti masalah ini di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, bagaimana realita 

praktik yang terjadi di tempat tersebut. 

 

C. Fokus dan Subfokus Masalah 

Penelitian ini akan diperjelas agar mudah dipahami ruang 

lingkupnya seperti berikut. Fokus penelitian dalam penelitian ini 
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adalah menganalisis alasan terjadinya praktik taukil wali  dalam 

akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota 

Bandar Lampung. Hal itu karena tidak sedikit dari masyarakat 

yang kini ikut melakukan taukil wali dan menyerahkannya kepada 

petugas Kantor Urusan Agama setempat. Serta bagaimana 

pandangan Islam mengenai praktik taukil wali ini khususnya 

untuk madzhab Syafi‘i, karena di Indonesia mayoritas pengikut 

madzhab Syafi‘i, apakah semua alasan dibolehkan atau ada situasi 

khusus yang memang tidak diperbolehkan untuk terjadinya 

praktik taukil wali. 

Berdasarkan fokus utama penelitian yang telah disebutkan 

sebelumnya, maka yang menjadi subfokus dari penelitian ini 

adalah bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh pihak Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung jika 

terjadi kasus taukil wali. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan 

fokus penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:  

1. Apa yang menjadi alasan masyarakat melakukan praktik taukil 

wali dalam proses akad nikah di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana hukum Islam memandang praktik taukil wali yang 

terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota 

Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis alasan terjadinya 

praktik taukil wali yang dilakukan masyarakat di Kecamatan 
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Kemiling Kota Bandar Lampung melalui Kantor Urusan 

Agama setempat. 

2. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah hukum 

Islam memandang praktik taukil wali yang terjadi di 

Kecamatan Kemiling.  

 

F. Signifikasi atau Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dibuat tentunya untuk memberikan manfaat, 

diantaranya yaitu sebagai berikut:  

1. Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah 

wawasan tentang ilmu perkawinan terkhusus masalah 

perwalian beserta pandangan hukum Islamnya. Dan bisa 

menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian sejenis dengan masalah ini atau sebagai 

bahan diskusi bagi mahasiswa lain ataupun masyarakat yang 

tertarik akan topik permasalahan ini. 

2. Praktis  

 Secara praktis, penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan 

tugas akhir kuliah strata satu yang diharapkan dapat dijadikan 

sebagai sumbangan akademik bagi masyarakat dan juga 

mahasiswa UIN Raden Intan Lampung lainnya untuk  

mengenai wali dalam pernikahan khusunya perwakilan wali 

dalam perkawinan. Kegunaan praktis lainnya yaitu sebagai 

masukan untuk para wali nikah dan para pihak yang akan 

melakukan perkawinan, sehingga dalam pelaksanakan tidak 

terjadi kesalahpahaman mengenai posisi dan kedudukan wali 

nikah.  

 

G. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian-penelitian 

terdahulu yang memiliki topik pembahasan serupa, seperti berikut 

ini:  
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1. Skripsi, ―Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat 

Mewakilkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama‖ Studi 

Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya 

Kabupaten Lampung Tengah (IAIN Metro, 2020).
17

 

 Dalam skripsi tersebut membahas tentang apa saja faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya mewakilkan perwalian, 

namun spesifiknya skripsi tersebut membahas wali tahkim 

yang perwakilannya diserahkan kepada tokoh agama setempat, 

skripsi tersebut sangat berfokus pada peran tokoh agama yang 

diberi wewenang sebagai wakil dari wali nikah, sedangkan 

dalam penelitian penulis yang akan dibahas yaitu mengenai 

taukil wali yang perwakilannya diserahkan kepada petugas 

KUA, seperti apa alasan masyarakat melakukan taukil wali dan 

bagaimana hukum Islam memandangnya. Adapun studi 

kasusnya sedikit berbeda, dalam skripsi tersebut penulisnya 

meneliti masyarakatnya langsung di Kampung Mataram Ilir, 

sedangkan dalam  penelitian ini untuk studi kasusnya penulis 

memilih khusus Kepala KUA serta Penghulu Madya sebagai 

narasumbernya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kemiling Kota Bandar Lampung. 

2. Skripsi, ―Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah‖ Studi di Kecamatan 

Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2019).
18

 

Dalam skripsi tersebut secara khusus membahas 

mengenai tinjauan hukum dari taukil wali nya baik dari hukum 

Islam maupun hukum positifnya, sedangkan di dalam 

penelitian ini berfokus pada alasan masyarakat melakukan 

taukil wali yang dilihat dan dianalisis menggunakan perspektif 

hukum Islamnya tetapi tidak dengan hukum positifnya. Karena 

dalam penelitian ini, hukum positif dari taukil wali hanya 

                                                             
17 Ibid. 
18 Afnan Riani Cahya Ananda, ―Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Kecamatan Taliwang 

Kabupaten Sumbawa Barat)‖ (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). 
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dimasukkan dalam landasan teorinya saja tidak berfokus 

meninjau hukum positifnya.   

3. Skripsi, ―Praktik Taukil Wali Nikah dalam Akad Nikah di Desa 

Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali‖ (IAIN Surakarta, 

Surakarta, 2019).
19

 

Skripsi tersebut membahas tentang kebiasaan 

masyarakat yang terjadi di Desa tersebut, karena praktik taukil 

wali itu terjadi juga dikarenakan sudah menjadi tradisi bagi 

mereka. Dan dijelaskan juga hukum praktik taukil wali yang 

terjadi di Desa Kunti itu. Sedangkan dalam penelitian penulis 

memang sama-sama berfokus pada taukil wali  dan hukum 

Islamnya tetapi perbedaan yaitu pada hasil penelitiannya, hasil 

penelitian skripsi ini mengatakan memang praktik ini terjadi 

karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Kunti. 

Sedangkan dalam skripsi penulis praktik yang terjadi di 

Kemiling ini memang terjadi karena adanya halangan yang 

tidak bisa dihindarkan, dan bukan suatu kebiasaan seperti yang 

terjadi di Desa Kunti.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini 

dilihat dari jenisnya yaitu termasuk dalam jenis penelitian 

studi kasus atau penelitian lapangan (field research), yaitu 

dengan memperoleh data-data dengan melakukan penelitian 

langsung di lapangan, tepatnya untuk penelitian penulis ini di 

KUA Kemiling dengan mengamati gejala-gejala yang 

diselidiki, dan data-data yang didapatkan selama penelitian itu 

akan dijadikan data primer untuk kemudian dituangkan dalam 

penelitian ini.  

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung 

                                                             
19 Na‘of Nur Rofayanti, ―Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah Di Desa 

Kunti Kec. Andong Kab.Boyolali‖ (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019). 
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menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) 

lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori 

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan fakta yang ada di lapangan.   

2. Sumber Data 

Karena penulis menggunakan metode studi kasus 

dengan metode penelitian kualitatif maka peneliti 

menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer sendiri adalah data utama yang diperoleh 

langsung dari sumbernya langsung seperti halnya observasi 

dan wawancara. Data primer juga adalah data dalam bentuk 

verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan,gerak-gerik 

atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat 

dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) 

yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
20

 Dalam kasus 

penelitian ini penulis mendapatkan data dari wawancara yang 

dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang 

akan diteliti. 

Kemudian penulis juga menggunakan sumber data 

sekunder yaitu sumber data yang telah ada, baik dari data-data 

yang bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, serta buku-buku 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti ini. 

Diantaranya yaitu: Buku Ensiklopedia Fikih Indonesia seri ke-

8 tentang Pernikahan karya Ahmad Sarwat, buku Fiqh 

Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash karya 

Nasruddin, buku Serial Hadist Nikah 5 Wali Nikah karya 

Firman Arifandi, skripsi Analisis Alasan Pelimpahan Wali 

Nikah Kepada Wali Hakim karya Burhan Ardiansyah, jurnal 

al-‗Adalah karya Rohmat yang berjudul Kedudukan Wali 

Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafiaayah, Hanafiyah, 

Dan Praktiknya Di Indonesia, dan sumber data sekunder 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti ini. 

 

                                                             
20 Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan masalah 

yang akan diteliti ini penulis menggunakan beberapa teknik, 

dimana penelitaian kualitatif mengutamakan penggunaan 

teknik observasi dan wawancara, kemudian penulis juga akan 

menggunakan teknik dokumentasi. 

a. Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah teknik pengamatan 

dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala 

yang akan diteliti. Menurut Sukmadinata, dia menyatakan 

bahwa maksud dari observasi (observation) atau 

pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang diteliti. Dapat 

disimpulkan bahwa observasi adalah suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek 

penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.
21

 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab lisan 

antara dua orang atau lebih secara langsung dengan suatu 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara dan responden. Pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan responden atau yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas  pertanyaan. 

Walaupun wawancara adalah suatu proses percakapan 

yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, namun 

wawancara juga merupakan suatu proses pengumpulan 

data untuk suatu penelitian. 

Wawancara berguna untuk, mendapatkan data 

primer atau data utama, sebagai pelengkap teknik 

pengumpulan lainnya, dan menguji hasil pengumpulan 

                                                             
21 Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: 

Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 125. 
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data lainnya, dalam penelitian ini pelengkap dari teknik 

observasi dan teknik dokumentasi.
22

 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi sendiri berasal dari kata dokumen, 

yang mempunyai arti barang-barang tertulis. Metode 

dokumentasi sendiri mempunyai arti yaitu cara 

mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang 

sudah ada dengan pengambilan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen.  

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi cenderung menjadi data sekunder, sedangkan 

data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan 

wawancara cenderung menjadi data primer atau data yang 

langsung didapat dari pihak pertama.
23

 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang 

objeknya bisa terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-

peristiwa yang dijadikan sumber data yang memiliki 

karaktersitik tertentu di dalam suatu penelitian.
24

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah para wali yang mewakilkan 

perwaliannya di wilayah Kecamatan Kemiling. 

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang 

akan diambil dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampling. Sampel harus benar-benar bisa mencerminkan 

keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang 

diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas 

populasi.
25

 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik 

sampling, yaitu cara untuk menentukan sampel. Adapun 

                                                             
22 Ibid., 138. 
23 Ibid., 150. 
24 Ibid., 361. 
25 Ibid ., 362. 
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teknik yang akan digunakan oleh penulis adalah Sampling 

Purposive, dengan ciri utama dari teknik ini ialah anggota 

sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitian. Teknik ini biasanya dilakukan dalam penelitian 

kualitatif dengan tujuan mengamati kasus-kasus tertentu.
26

 

Dalam kasus penelitian ini maka sampelnya secara khusus 

penulis memilih Kepala KUA Kemiling, dan Penghulu Madya 

KUA Kemiling, sebagai yang berwenang dalam menangani 

praktik taukil wali dan dirasa sudah bisa dianggap mewakili 

dari populasi yang diteliti, serta penulis juga akan mengambil 

beberapa data dari arsip KUA Kemiling terkait dengan praktik 

taukil wali ini, sebagai penguat data.  

5. Teknik Analisis Data  

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari 

makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek 

pelakukanya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek 

penelitian yang semuanya mengahasilkan data yang 

membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek 

penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh 

karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan 

tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. 

Proses analisis data kualitatif yang akan penulis gunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum dan 

memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan 

pada hal-hal penting, dicari tema pembahasan dan 

polanya. 

b. Penyajian data, pada langkah ini dilakukan dengan 

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, hal 

ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh 

selama proses penelitian yang biasanya berbentuk tulisan 

                                                             
26 Ibid., 368. 
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naratif seperti data catatan lapangan sehingga memerlukan 

penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. 

c. Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan atau verifikasi 

adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap 

ini penulis akan mengutarakan kesimpulan dari data-data 

yang telah diperoleh. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk 

mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari 

hubungan, persamaan atau perbedaan.
27

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan struktur dari 

pembahasan penelitian yang dilakukan. Fungsi dari sistematika 

pembahasan ini yaitu agar mengetahui logika penyusunan dan 

korelasinya antar bagian-bagian. Di dalam penelitian ini 

sistematika yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, pada bagian ini di dalamnya 

memuat informasi dasar dari penelitian agar pembaca tidak salah 

dalam memahami maksud penelitian ini. Adapun bagian-bagian 

dari bab ini yaitu mencakup penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan ini.  

BAB II: Landasan teori, dalam bab ini akan dijelaskan dan 

diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan tema skripsi 

yang akan digunakan untuk meneliti kasus yang skripsi ini angkat. 

Teori yang ada dalam skripsi ini berisikan tentang materi-materi 

tentang perkawinan, wali nikah, dan taukil wali nikah, dari 

pengertian, dasar hukum hingga rukun dan syaratnya. 

BAB III: Deskripsi objek penelitian, adanya deskripsi ini 

untuk memberi gambaran tentang tempat yang diteliti dan detail 

data dari kasus yang skripsi ini angkat sebagaimana dalam skripsi 

ini memuat data tentang gambaran umum KUA Kemiling sebagai 

                                                             
27 Siyoto and Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 124. 
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tempat peneltian dan data-data yang berkaitan dengan kasus taukil 

wali yang terjadi di KUA Kemiling. Data-data itu valid 

didapatkan dari profil KUA, informasi-informasi dari para petugas 

KUA langsung, serta bukti-bukti dokumen arsip yang mendukung 

kekuatan data dalam penelitian ini. 

BAB IV: Analisis penelitian, setelah data-data yang telah 

dikumpulkan pada bab sebeleumnya maka pada bab ini akan 

menganalisis jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Analisis 

yang dilakukan pada bab ini didasarkan oleh teori yang ada 

dengan data yang diperoleh dari lapangan. Pada skripsi ini 

memuat analisis tentang alasan masyarakat melakukan taukil wali 

dan juga analisis dari segi bagaimana hukum Islam memandang 

kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung.  

BAB V: Penutup, setelah semua teori, data, dan analisis 

diuraikan maka sampailah pada bagian simpulan dari penelitian 

yang memuat kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi ini serta 

adanya rekomendasi dari penulis terkait dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini guna menjadi saran praktis untuk 

pemecahan masalah tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perkawinan 

Islam memandang perkawinan sebagai fitrah manusia 

yang terpuji agar bisa menyalurkan nafsu seksualnya tanpa 

membuat kerusakan pada dirinya sendiri maupun masyarakat 

dengan tetap menjaga agamanya, kalaupun syahwat sudah tidak 

tertahankan maka agama mensyariatkan untuk berpuasa agar bisa 

tertahan dalam dirinya secara mental karena mendekat kepada 

Allah swt.28
 Perkawinan juga merupakan ikatan suci dan kokoh 

antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Dijelaskan 

pula dari firman Allah swt: 

ٍَّ نثِاَض  نَّكُ ... ُْ ٍَّ ُ َْرىُْ نثِاَض  نَّٓ أَ َٔ   (781... )ظٕزج انثقسج: ىْ 

“…Mereka (isteri-isteri) itu adalah pakaian bagimu dan 

kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka…” (Q.S. al-Baqarah 

[2]: 187) 

 

Islam mengagungkan perkawinan sebagai keharusan bagi 

setiap pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjalin hidup 

berkeluarga dan melanjutkan keturunan mereka. Selain itu Islam 

juga memandang suatu perkawinan itu  sebagai kesucian manusia 

yang berperan sebagai makhluk sosial bermoral oleh Allah swt. 

Sebagaimana Allah swt menciptakan Nabi Adam as 

kemudian diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya dan 

mereka hidup terikat sebagai suami istri. Perkawinan juga 

menunjang keberlangsungan peradaban manusia di bumi, karena 

tanpa ada perkawinan maka derajat manusia selevel dengan para 

hewan. Walaupun banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang 

                                                             
28 Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga 

Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi 

Aksara Books, 2016), 2. 
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dibawa oleh Nabi dan Rasul tetapi mereka tetap hidup dalam 

ikatan perkawinan sesuai dengan syariat Allah swt. Hal itu cukup 

menunjukkan bahwasanya manusia tidak bisa hidup tanpa ikatan 

perkawinan sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga. 

Sebagai contoh yaitu salah satunya adalah Fir‘aun, dia disebut-

sebut sebagai manusia paling durhaka kepada Allah tetapi dia 

tetap menikah dan hidup dalam suatu ikatan sebagai suami istri 

dengan istrinya Asiyah.
29

 

1. Pengertian Perkawinan 

Secara bahasa perkawinan berasal dari kata an-nikah 

yang mempunyai dua makna arti yaitu, jimak (al-wath‟u) 

adalah hubungan seksual atau biasa disebut dengan hubungan 

badan antara suami dan istri , dan akad (al-„aqdu) adalah 

ikatan atau kesepakatan yang mengikat laki-laki dan 

perempuan dalam satu ikatan perkawinan.  

Secara istilah, terdapat beberapa definisi dari para 

ulama masing-masing madzhab, yaitu:  

a. Madzhab al-Hanafiyah mendefinisikan perkawinan 

sebagai akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk 

melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita 

yang tidak ada larangan untuk dinikahi secara syari. 

b. Madzhab al-Malikiyah mendefinisikan perkawinan 

sebagai sebuah akad yang menghalalkan hubungan 

seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan 

majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah. 

c. Madzhab al-Syafi‘iyah mendefinisikan perkawinan 

sebagai akad yang mencakup pembolehan melakukan 

hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz 

yang maknanya sepadan. 

d. Madzhab al-Hanabilah mendefinisikan perkawinan 

sebagai akad perkawinan atau akad yang diakui di 

                                                             
29 Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, 8. 
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dalamnya lafaz nikah, tazwij, dan lafaz yang punya 

makna sepadan.
30

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk 

membolehkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahram melakukan hubungan seksual.
31

 Dengan melakukan 

perkawinan, maka berakibat saling mendapatkan hak dan 

kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan 

pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Sebab 

perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka 

didalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan ridha 

Allah swt.32
 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Nikah merupakan salah satu ibadah yang mempunyai 

dasar hukum baik dari firman Allah swt langsung dalam al-

Qur‘an maupun dari Hadits Rasulullah saw. Berikut adalah 

dasar-dasar hukum nikah berdasarkan firman Allah swt dalam 

al-Qur‘an: 

a. Q.S. al-Dzariyat: 49 

                    (34: ظٕزج انرّازياخ) 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-

pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” 

(Q.S. al-Dzariyat [51]: 49) 

Sesuatu yang diciptakan secara berpasang-

pasangan ini merujuk pada seluruh ciptaan Allah swt dan 

segala sesuatunya seperti halnya langit yang berpasangan 

dengan bumi, matahari dengan bulan, malam dengan 

                                                             
30 Ibid., 5. 
31 Nasruddin, Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash, 6. 
32 Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, and Meriyati Meriyati, "Nikah Misyar 

dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri," Ijtimaiyya: Jurnal 
Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13 No. 2 (2020): 131-160, 

http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6555. 
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siang, daratan dengan lautan, gelap dan terang, iman dan 

kufur, hidup dan mati, bahagia dan sedih, begitupun 

dengan makhluk Allah baik manusia, hewan, maupun 

tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan 

jenisnya masing-masing, laki-laki dengan wanita, dan 

jantan dengan betina, hingga benang sari dengan putik.
33

 

b. Q.S. al-Rum: 21 

                     

                     

     (17: ظٕزج انسّٔو( 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 

(Q.S. al-Rum [30]: 21) 

 

Kekuasaan Allah swt yang menghadirkan 

pasangan melalui  perkawinan dihadirkan sebagai pelipur 

lara untuk berkasih sayang dan juga agar mendapatkan 

ketenangan serta ketentraman antara suami istri tetap 

terjaga sehingga dapat terwujudnya kedamaian di dalam 

sebuah keluarga.
34

 

 

 

c. Q.S. al-Nur: 32 

                                                             
33 Syihabuddin, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, 4th ed. 

(Jakarta: Gema Insani, 2012), 478. 
34 Saleh al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani, 2006), 637. 
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 (21: ظٕزج انُّٕز)

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian 

diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) 

dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan 

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

mengetahui.”(Q.S. al-Nur [24]: 32) 

 

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan perintah 

untuk menikah, sebagian dari ulama menganggap bahwa ini 

adalah kewajiban untuk menikah jika seseorang itu sudah 

mampu atau sang- up untuk menikah, al-Maraghi 

menafsirkan kata     untuk para laki-laki atau 

perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan 

hak-hak suami isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai 

harta. Quraysh Shihab menafsirkan sebagai seseorang yang 

sudah mampu secara mental dan spiritual.
35

 Kalimat jika 

mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka, 

kalimat itu  ditafsirkan oleh Ibnu Abbas  sebagai motivasi 

untuk mereka untuk menikah dan Allah menjanjikan 

kemampuan materi kepada mereka.
36

 

Selain dari firman Allah swt dalam al-qur‘an, 

terdapat pula beberapa Hadits yang memerintahkan untuk 

nikah yaitu antara lain:  

                                                             
35 Agus Hermanto, ―Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif 

Serta Hukum Positif Di Indonesia,‖ Justicia Islamica, Vol. 13 No. 1 (2016): 51–66, 

https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/455. 
36 Syihabuddin, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, 3rd ed. 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 495. 
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 ِ ٍِ يَعْعُٕدٍ زظي اللَّ عُّ قاَلَ نَُاَ زَظُٕاللََّّ ِ تْ ٍْ عَثْدِاَللََّّ يَعْشَسَ  ياَ : عَ

ُ أغََطُّ نهِْثصََسِ  َّّ جْ فئََِ َّٔ ُْكُىُ انْثاَءَجَ فهَْيرَصََ ٍِ اظْرطََاعَ يِ ثَابِ يَ انشَّ

 ُ َّّ وِ فئََِ ْٕ ِّ تِانصَّ ٍْ نىَْ يعَْرطَِعْ فعََهيَْ يَ َٔ ٍُ نهِْفسَْجِ  أدَْصَ ِٔجَء   َٔ  نَُّ 

Dari Abdullah bin Mas‟ud berkata bahwa Rasulullah 

saw bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda, barang 

siapa diantara kamu sudah mampu kawin (mampu memberi 

nafkah) maka kawinlah. Karena itu dapat menundukkan 

pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa 

yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena puasa 

(menjadi) pencegah baginya.” (HR. Bukhari Muslim).
37

  

 

Dalam hadits itu kata ―mampu‖  diartikan oleh 

sebagian ulama sebagai kemampuan untuk berjimak dan 

sebagian yang lain berpendapat mampu yang dimaksud 

adalah mampu memberi nafkah, karena berjimak juga 

termasuk nafkah yang diberikan. Kemudian terdapat kalimat 

―karena itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga 

kemaluan‖ mempunyai maksud jika sudah menikah maka 

pandangan dan kemaluan kita akan terjaga untuk berbuat 

maksiat, karena sudah ada pasangan yang dapat memenuhi 

persoalan itu. Sedangkan kalimat ―belum mampu‖ merujuk 

kepada ketidakmampuan seseorang untuk memberikan 

nafkah, maka jika belum mampu untuk menikah maka 

disarankan hendaklah mereka berpuasa karena puasa dapat 

dijadikan tameng atau perlindungan bagi seseorang untuk 

menahan syahwatnya sehingga tidak berbuat maksiat.
38

 

 

 

 

 

                                                             
37 al-Asqalani, Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam 

Fikih Islam, 529. 
38 al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, 643. 
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وَ انْقيِاَ يَحِ  ْٕ ِْي تكُِىْ الأيَُىَ يَ ا فأَِ َِّي أتُاَ ْٔ ا ذكَْثسُُ ْٕ  ذَُاَ كَذُ

“Menikahlah dan perbanyaklah jumlah kalian. 

Sebab, aku bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat 

yang lain pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah)
39

 

Karena menikah memiliki tujuan untuk meneruskan 

keturunan maka kalimat memperbanyak jumlah kalian dalam 

hadits tersebut bermakna agar dapat memperbanyak kaum 

muslim sehingga dapat menjaga keturunan muslim sehingga 

membuat kaum non-muslim atau kafir gentar, dan diharapkan 

hasil dari perkawinan itu lahirlah para pejuang agama Islam 

yang dapat membela dan membentengi agamanya.
40

 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun adalah unsur melekat pada suatu peristiwa 

hukum seperti halnya perkawinan. Rukun diposisikan sebagai 

penentu sah tidaknya suatu peristiwa hukum, maka rukun 

suatu hal itu harus terpenuhi semua. Para ulama fikih juga 

berpendapat bahwa rukun memiliki fungsi untuk menentukan 

sah tidaknya suatu peristiwa hukum, jika tidak terpenuhi 

salah satu rukun yang ada dalam peristiwa hukum itu maka 

tidak sah peristiwa tersebut.
41

 

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada rukun atau 

unsur suatu peristiwa hukum. Jika syarat tidak terpenuhi 

maka peristiwa hukum itu tidak dengan sendirinya batal 

tetapi tidak dipenuhi syarat itu akan merusak rukun dari 

peristiwa hukum itu tersebut dan akhirnya peristiwa hukum 

itu batal karena rukunnya tidak sempurna dijalani.
42

 

Mudahnya, untuk membedakan rukun dan syarat 

maka dapat dijelaskan bahwa jika rukun itu ada dan masuk ke 

                                                             
39 Badiuzzaman Said Nursi, Tuntunan Bagi Perempuan (Banten: Risalah Nur 

Press, 2021), 24. 
40 al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, 637. 
41 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat 

Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), 90. 

42 Ibid., 90. 
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dalam ibadah itu, tetapi jika syarat itu tidak sampai masuk ke 

dalam ibadah itu melainkan posisinya ada untuk dipenuhi 

sebelum ibadah itu dilaksanakan. 

a. Rukun Nikah menurut Para Madzhab 

1) Madzhab Hanafi 

Menurut madzhab ini, rukun perkawinan itu 

hanya mencakup satu hal saja yaitu: ijab kabul dari 

akad perkawinan itu saja. 

2) Madzhab Maliki 

Menurut madzhab ini, rukun perkawinan 

mencakup tiga hal yaitu: wali nikah, pasangan laki-

laki dan wanita yang akan menikah, dan ijab kabul. 

3) Madzhab Syafi‘i 

Menurut madzhab ini rukun perkawinan 

mencakup empat hal yaitu: ijab kabul, pasangan laki-

laki dan wanita yang akan menikah, dua orang saksi, 

dan wali. 

4) Madzhab Hanbali  

Menurut madzhab ini menyebutkan ada tiga hal 

yang mencakup rukun nikah yaitu, pasangan laki-laki 

dan wanita yang akan menikah, ijab, dan kabul.
43

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

dikumpulkan bahwa rukun nikah ada lima yaitu: 

Mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, dua orang 

saksi, dan ijab kabul.  

b. Syarat Sah Nikah  

1) Bukan wanita yang haram untuk dinikahi, baik karena 

faktor mahram yang bersifat selamanya (muabbad) 

maupun mahram yang bersifat sementara (ghairu 

muabbad).  
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2) Ijab kabul selamanya, perkataan ijab dan kabul yang 

diucapkan oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak 

wali dan juga pihak suami harus bersifat selamanya, 

dalam arti bukan untuk kawin kontrak. Karena kawin 

kontrak atau nikah mut‘ah ini haram hukumnya. 

3) Tidak adanya unsur paksaan, untuk menjalankan 

suatu akad nikah maka dari kedua belah pihak harus 

sama-sama ikhlas dalam arti tidak dalam paksaan 

untuk melakukan akad nikah tersebut, baik paksaan 

yang bersifat ancaman, suruhan, dan bentuk-bentuk 

lainnya.  

4) Penetapan pasangan, dalam sighat ijab kabul yang 

dilakukan wali dan calon mempelai laki-laki maka 

hendaknya harus ditetapkan secara pasti, tidak hanya 

berdasarkan disebutkan sifat atau kriterianya. 

Ditetapkan disini contohnya, ―aku nikahkan kamu 

dengan anakku yang bernama Siti bin Adam‖  atau 

bisa juga ditunjuk anak wanitanya tersebut seraya 

mengucapkan ―aku nikahkan kamu dengan anakku 

yang ini‖. 

5) Tidak dalam keadaan ihram, untuk wali maupun calon 

mempelai laki-laki disyaratkan tidak dalam keadaan 

ihram baik dalam ibadah haji maupun umrah, dan 

tidak boleh juga keberadaannya diwakilkan jika wali 

ataupun mempelai laki-laki itu sedang berihram, jika 

begitu tidaklah sah perkawinan itu.
44

 

 

B. Wali Nikah 

Perkawinan termasuk ibadah yang memiliki sejumlah 

rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan sah di 

mata hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang 

diterapkan di negaranya. Dalam rukun dan syarat perkawinan 

terdapat satu rukun dan syarat yang akan dibahas yaitu wali. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya wali berperan 

penting dalam sebuah perkawinan karena dapat memengaruhi 

sahnya suatu perkawinan. Secara umum wali ialah seseorang yang 

bertindak atas nama orang lain karena orang yang diwalikan itu 

memiliki kekurangan yang menyebabkan dia tidak bisa bertindak 

atas dirinya sendiri.
45

 Lebih lanjut akan dijelaskan secara detail 

mengenai wali nikah sebagai berikut.  

1. Pengertian Wali Nikah 

Kata wali secara bahasa mempunyai makna  ُانْقسُْب (al-

qurbu) yang artinya kedekatan, kemudian انُُّصْسَج (an-nushrah) 

yang artinya pembelaan dan juga ذَثَّح ًَ  yang (al-mahabbah) انْ

artinya kecintaan. Ada sebuah pendapat dari al-Fairuz Abadi 

yang menyebutkan makna dari kata wali yaitu َُٕ -ad) اندُّ

dunuw) yang artinya condong atau mendekat. Adapun secara 

istilah wali memiliki arti sebagai orang yang mempunyai 

wilayah atau kekuasaan untuk melaksanakan akad atas orang 

lain dengan izinnya.
46

 

Dalam istilah fikih perwalian disebut juga dengan 

wilayah, yang memiliki arti penguasaan atau perlindungan 

penuh yang telah diberikan oleh agama kepada seseorang 

untuk menguasai orang atau barang, dan orang yang diberi 

kuasa itu disebut dengan wali. Wali nikah secara terminologi 

mempunyai arti sebagai orang yang mempunyai wewenang 

menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya 

sekaligus memberikan izin kepada perempuan tersebut untuk 

menikah karena tanpa seizinnya maka perkawinan itu bisa 

dianggap tidak sah.
47
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Menurut pendapat Sudarsono, beliau menganggap 

wali nikah adalah seseorang dari pihak mempelai perempuan 

yang memberikan izin atas terjadinya suatu perkawinan 

antara laki-laki dan perempuan. Terdapat dalam Instruksi 

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia Pasal 19, disebutkan dalam pasal tersebut 

bahwa wali nikah adalah rukun perkawinan yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk bertindak sebagai 

yang menikahkannya.
48

  

2. Dasar Hukum dan Kedudukan Wali Nikah 

Pentingnya keberadaan wali pada suatu perkawinan 

menurut hukum Islam didasarkan pada ayat-ayat al-qur‘an 

dan juga Hadits Rasulullah saw yang dijadikan dasar oleh 

jumhur ulama diantaranya yaitu sebagai berikut:  

a. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 221 

                    

                    

                    

                        

                (117: ظٕزج انثقسج) 

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 

musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah 

kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 
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musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka 

mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 

dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia 

supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah 

[2]: 221) 

Menurut Sayid Sabbiq, ayat ini mengisyaratkan 

bahwa Allah swt menyerahkan masalah perkawinan 

untuk kaum laki-laki dan bukan kepada kaum 

perempuan. Seolah Allah swt berkata ―Wahai para wali! 

Janganlah kamu kawinkan para wanita yang kamu urus 

dengan laki-laki yang masih musyrik‖. Adapun menurut 

Ibnu Katsir, ayat ini adalah larangan bagi laki-laki yang 

musyrik )itu lebih baik daripada dengan laki-laki 

musyrik walaupun dia seorang pemimpin. Maknanya 

yaitu jika bercampur dan bergaul dengann mereka (laki-

laki musyrik) hanya akan membangkitkan cinta kepada 

dunia saja yang akhirnya akan membawa pada 

kebinasaan.
49

  

Dalam potongan ayat tersebut, kalimat  ُْكِذُٕا لاَ ذُ َٔ

ٍَ دَرَّٗ يؤُْيٍِ شْسِكِيْ ًُ -Janganlah kamu menikahkan orang“ انْ

orang musyrik hingga mereka beriman.” 

Mengisyaratkan bahwa dalam suatu perkawinan itu 

terdapat wali yang berkedudukan menikahkan seorang 

perempuan dan bukan perempuan itu sendiri yang 

menikahkan dirinya sendiri.
50

 

b. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 232 
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               (121: ظٕزج انثقسج) 

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu 

habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) 

menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, 

apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 

dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan 

kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu 

dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 232)  

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa 

perempuan yang telah bercerai dan berkemungkinan 

akan menikah lagi, maka para ulama fikih berselisih 

paham tentang siapa yang dimaksud dalam kalimat 

―janganlah kamu menghalang-halangi‖.  

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ayat ini 

merupakan dalil yang paling jelas mengenai hukum 

perwalian dalam perkawinan, dikarenakan jika wali 

tidak ada lalu untuk apa ada kata ―menghalang-halangi‖, 

secara eksplisit bukankah barang siapa yang urusannya 

menjadi kuasanya sendiri tentu tidak akan dikatakan  

kepada orang lain untuk menghalang-halanginya jika 

orang lain ini tidak setuju tentang perkawinannya.
51

 

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-

Misbah, dijelaskan bahwa ayat itu diisyaratkan bahwa 

kerelaan perempuan yang telah bercerai itu hak mutlak 

miliknya bukan milik orang lain berbeda dengan gadis. 

Pemaparan ini menyiratkan pengakuan eksistensi wali 
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nikah, namun hak sepenuhnya untuk menikahkan adalah 

terdapat pada perempuan yang telah bercerai itu 

sendiri.
52

   

c. Sabda Rasulullah saw yang menegaskan menikah tanpa 

wali adalah perbuatan mungkar yang berakibat sama 

seperti dianggap berzina, Dari Aisyah r.a. berkata bahwa 

Rasulullah saw bersabda:  

اَ فَُكَِادُٓاَ تاَطِم  فَُكَِادُٓاَ  نيِِّٓ َٔ  ٌِ ا ايِْسَأجٍَ َكََذَدْ تغَِيْسِ إذِْ ًَ أيَُّ

ا اظِْرذََمَّ  ًَ ْٓسُ تِ ًَ ٌْ دَخَمَ تِٓاَ فهََٓاَ انَْ ِ . فئَ تاَطِم  فَُكَِادُٓاَ تاَطِم 

نيَِّ نَُّ  َٔ  ٌُ هْطَا ٌِ اشْرجََسُٔا فَانعُّ ِ ٍْ فسَْجِٓاَ فئَ  يِ

“Siapapun wanita yang menikah tanpa izin 

walinya maka nikahnya batil. Jika (laki-laki) itu 

menggaulinya maka harus membayar mahar buat 

kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka 

berselisih, maka sulthan adalah wali bagi mereka yang 

tidak punya wali.” (HR. Imam Empat kecuali an-

Nasa‘i)
53

 

Begitu pentingnya peran wali dalam perkawinan 

ditekankan dalam hadits tersebut, bahkan bisa 

mengakibatkan batalnya suatu perkawinan, bahkan jika 

wali aslinya (wali nasab) itu tidak ada atau terjadi 

perselisihan maka dihadirkan sulthan (penguasa) sebagai 

jalan keluarnya. Hal itu cukup menunjukkan 

bahwasanya peran wali memang diperlukan. 

d. Adapun hadits serupa yang berbunyi: 

ٍْ َكَِاحٍ عَهَٗ  ٌَ يِ يَا كَا َٔ ِْدَٖ عَدْلٍ,  شَا َٔ نِّٗ  َٕ لاَ َِكَاحَ إلِاَّ تِ

َٕ تاَطِم    غَيْسِ ذَنكَِ, فَُٓ

“Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan 

dua orang saksi yang adil. Pernikahan apa saja yang 
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tidak disertai hal ini, maka bathil.” (HR. Ibnu Hibban 

1247).
54

 

Dibutuhkannya wali dan saksi ini dimaksudkan 

agar wanita tidak menikahkan dirinya sendiri, karena 

seorang wanita itu biasanya memiliki keterbatasan dalam 

pikiran dan lebih mengedepankan perasaan untuk 

memilih yang baik untuk dirinya sendiri. Imam Tirmidzi 

berpendapat bahwasanya syarat dua orang saksi sudah 

menjadi amalan para sahabat Nabi saw dan para tabi‘in 

dan pengikutnya sehingga tidak ada perbedaan pendapat 

kecuali hanya sekelompok ulama pada zaman ini.
55

 

e. Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:  

سْ  ًَ جُ انْ ِّٔ سْأجَُ  أجَُ لاَ ذصَُ ًَ جُ انْ ِّٔ لاذَصَُ َٔ سْأجََ,  ًَ   َفَْعَٓاَ انْ

“Janganlah seorang wanita menikahkan 

perempuan (lainnya), dan janganlah seorang wanita 

menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah)
56

 

 

Bisa dipahami dari redaksi hadits tersebut 

bahwasanya tetap harus ada wali untuk menikahkan 

seorang wanita, terlepas dari persetujuannya untuk 

menikah, sementara untuk janda, walaupun hak janda 

dimiliki atas dirinya sendiri daripada wali tetapi bukan 

berarti dia bisa menikah tanpa wali karena  yang berhak 

menikahkan adalah wali, baik wali nasab ataupun wali 

hakim. Disebutkan juga dalam kitab Khasiyah Qulyubi, 

Syafi‘iyah berpendapat bahwa hal itu mengindikasi 

adanya wali itu hukumnya wajib. Sedangkan ada 

pendapat dari Hanafiyah yang berkata bahwa wali bukan 

merupakan rukun nikah dan berpendapat bahwa wanita 
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dapat menikahkan dirinya sendiri dengan syarat wanita 

itu sudah pandai. Namun jika perempuan tersebut bodoh, 

maka tetap harus menghadirkan wali untuk 

menikahkannya.
57

 

f. Sedangkan Abdullah bin Abbas berfatwa: 

َٔ ْفُحَ عَثسَْأَ ْسُْظُذْيَ يْهذٍَا  افطَِ  لا: د  شَّ ْٕ َٔ جُ َٕ َٕ يُّهِ ِْاشَ نٍدْعَا دَ

 كَُهُِّكُ 

“Semua pernikahan yang tidak menghadirkan 

empat pihak maka termasuk zina: suami, wali, dan dua 

orang saksi yang adil.”58 

 Berdasarkan dasar hukum yang sudah 

dijelaskan sebelumnya dan telah disepakati oleh jumhur 

ulama, terdapat pendapat yang bertentangan dengan itu yaitu 

pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wali bukan 

termasuk rukun nikah melainkan hanya sebagai syarat dalam 

rukun nikah.
59

 Dan jika ditelusuri lebih dalam maka mereka 

mengemukakan dalil yang mengisyaratkan wanita 

menikahkan dirinya sendiri sebagai berikut: 

                      

                            

                (ظٕزج انثقسج :

123) 

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 

dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) 

menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 
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kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap 

diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 234)  .  

Kalimat ―maka tiada dosa bagimu (para wali) 

membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka‖ itu 

diisyaratkan sebagai izin untuk menikah kembali dengan 

suami baru. Hal ini juga diperkuat dengan hadits Nabi saw 

dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah saw bersabda:  

رُٓاَ إِقْسَازُْاَ ًْ صَ َٔ حُ ذعُْرأَيَْسُ  ًَ انْيرَيِْ َٔ نيِِّ يَعَ انثَّيِّةِ أيَْس   َٕ   نيَْطَ نِهْ

“Seorang wali tidak memiliki kuasa untuk memaksa 

seorang janda, dan seorang wanita yatim dimintai 

pertimbangannya, dan diamnya adalah persetujuannya.” 

(HR. Abu Daud dan al-Nasa‘i)
60

 

Syafi‘i berpendapat bahwa menikahkan wanita yatim 

sebelum dewasa itu tidak sah, karena sejalan dengan sabda 

Rasulullah saw yang menyatakan bahwa wanita yatim 

dimintai pertimbangannya, untuk dimintai pertimbangannya 

tersebutlah maka seorang wanita diharuskan dewasa karena 

dianggap sudah bisa berfikir dengan baik untuk memutuskan 

suatu pilihan, karena jika belum dewasa maka ditakutkan 

pertimbangannya tidak matang.
61

 

Selain itu di dalam potongan ayat dalam Q.S. al-

Baqarah : 232 yang berbunyi: 

                       

   . . . . 

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 

masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) 
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menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. . . 

.” 

Kalimat janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya itu ditinjau oleh 

Madzhab Hanafi berdasarkan Asbabun Nuzul ayat tersebut 

yang menceritakan kasus dari Ma‘qil bin Yasar yang 

menikahkan saudara perempuannya yang kemudian saudara 

perempuannya itu bercerai hingga habis masa iddahnya dan 

ingin menikah kembali dengan mantan suaminya itu tetapi 

Ma‘qil bin Yasar tidak menizinkan perkawinan itu, sampai 

kabar berita itu sampai kepada Rasulullah saw maka turunlah 

ayat tersebut.
62

 Berdasarkan ayat tersebut, Imam Abu 

Hanifah memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan 

mengenai urusannya sendiri temasuk masalah perkawinan.
63

 

Menurut pendapat  Hanafiyah seorang wanita yang 

sudah dewasa dan berakal boleh menjadi wali, baik wali 

untuk dirinya sendiri ataupun wali bagi orang lain. Menurut 

Hanafiyah suatu perkawinan yang walinya seorang wanita itu 

tetap sah, hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah saw dari 

dari Ibnu Abbas ra: 

ٌَّ انَُّثيَِّ  ٍِ عَثَّاضٍ أَ ٍْ اتْ لُ عَ ْٕ ِ  زَظُ َٔ ظَهَّىَ اللََّّ  ِّ ُ عَهيَْ قاَلَ  صَهَّٗ اللََّّ

ذُٓاَ  ْٕ إِذَُْٓاَ ظُكُ َٔ انْثِكْسُ ذعُْرأَيَْسُ  َٔ نيِِّٓاَ  َٔ  ٍْ  انثَّيِّةُ أدََقُّ تُِفَْعِٓاَ يِ

"Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih 

berhak atas (perkawinan). Dirinya dan gadis itu dimintakan 

perintah agar ia dikawinkan kepadanya dan tanpa izinnya 

ialah diamnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
64
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dengan 

mengecualikan pendapat dari Abu Hanifah, jumhur ulama 

berpendapat bahwasanya di dalam suatu perkawinan peran 

wali tidak dapat tergantikan untuk melakukan ijab kabul. 

Karena jika tidak ada wali maka proses ijab kabul sendiri 

akan membingungkan dan tidak jelas karena lafaz ijab yang 

berbunyi ―aku nikahkan engkau dengan putriku‖ akan diganti 

dengan ―aku nikahkan diriku sendiri dengan engkau wahai 

calon suamiku‖. Maka dari itu dibutuhkan seorang wali untuk 

mengucapkan kalimat ijab tersebut dan kabul dilakukan oleh 

mempelai laki-laki, karena mempelai laki-laki tidak 

membutuhkan wali untuk mengiyakan atau mengabulkan 

permohonan ijab dari wali mempelai perempuan.
65

 

Adapun jumhur ulama sepakat mengenai seseorang 

yang berhak untuk menikahkan seorang wanita atau yang 

bertindak sebagai walinya adalah wali nasabnya, selama wali 

nasab masih ada maka wali hakim tidak dapat menjadi wali 

dan apabila masih ada wali nasab yang dekat urutannya maka 

wali nasab yang lebih jauh urutannya tidak boleh menjadi 

wali bagi seorang wanita yang akan menikah.
66

 

3. Syarat-syarat Wali Nikah 

Suatu perkawinan sah hukumnya apabila sudah 

memenuhi rukun dan syaratnya, di dalam rukun perkawinan 

terdapat keharusan adanya wali nikah. Wali nikah sendiri 

mempunyai syarat-syarat tersendiri yaitu: 

a. Laki-laki  

Seorang wali merupakan orang yang berkuasa 

atau bisa disebut juga sebagai seorang pemimpin bagi 

orang yang diwalikannya. Menurut jumhur ulama 

seorang wali adalah laki-laki.  Selain dikarenakan jalur 
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nasab perwalian diambil dari jalur ayah yang mana ayah 

adalah seorang laki-laki.  

Hal ini juga didasarkan kepada sabda Rasulullah 

saw:  

سْأجََ,  ًَ سْأجَُ انْ ًَ جُ انْ ِّٔ سْأجَُ َفَْعَٓاَلاَ ذصَُ ًَ جُ انْ ِّٔ لاَ ذصَُ َٔ  

“Seorang perempuan tidak dapat menikahkan 

perempuan, juga tidak dapat menikahkan dirinya 

sendiri”. (HR. Ibnu Majah)
67

 

 

b. Kesamaan Agama 

Kesamaan agama yang dimaksudkan disini adalah 

antara wali dengan mempelai wanitanya. Dalam kasus 

ini agama yang dimaksudkan adalah agama Islam.
68

 

Adapun aturan ini didasarkan kepada potongan ayat:  

                  . . . .  :(17)ظٕزج انرّٕتح 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 

perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 

penolong bagi sebahagian yang lain.” (Q.S. al-Taubah 

[9]: 71).  

 

c. Baligh dan Berakal 

Seorang wali yang akan menikahkan seorang 

wanita disyaratkan harus sudah baligh dan berakal. 

Baligh jika sudah bermimpi dan berakal dalam arti tidak 

idiot ataupun tidak gila. Hal ini dimaksudkan bahwa 

yang tidak berhak menjadi wali adalah seorang anak, 
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orang gila, orang idiot, orang mabuk, dan juga orang 

yang memiliki gangguan akal lainnya.
69

 

d. Adil  

Yang dimaksud dengan adil adalah kelurusan 

agama, dimana seseorang yang tidak melakukan dosa 

besar dan tidak pula sering melakukan dosa-dosa kecil. 

Apabila seseorang itu telah melakukan dosa besar ataupun 

sering melakukan dosa kecil tetapi ia telah bertaubat maka 

ia sudah diperbolehkan untuk menjad wali. Syarat adil ini 

berlaku untuk selain wali hakim.
70

 

Adil sebagai syarat dari wali ini didasarkan oleh 

sabda Rasulullah saw: 

ْٖ عَدْلٍ  دَ ِْ شَا  َٔ ِّٗ يُسْشِدٍ  نِ َٕ  لاَ َِكَاحَ إلِاَّ تِ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang 

berakal dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Imam 

Syafi‘i)
71

 

 

e. Tidak dalam keadaan ikhram 

Menurut jumhur ulama, perkawinan tidak sah jika 

mempelai ataupun wali sedang dalam keadaan ikhram  

baik haji maupun umrah. Hal itu didasarkan pada sabda 

Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Utsman:  

ُْكَخُ  لاَ يُ َٔ ذْسِوُ  ًُ ُْكِخُ انْ   لاَ يَ

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah 

dan tidak boleh dinikahkan.” (HR. Muslim)
72
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Tetapi Madzhab Hanafi mengatakan bahwasanya 

ini bukanlah syarat sah nikah, melainkan orang yang 

sedang dalam keadaan berikhram tetap boleh menikah 

atau menikahkan, hal ini didasarkan dalil yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw 

menikahi Maimunah binti Harits ketika beliau sedang 

dalam keadaaan ikhram.73 

جَ انَُّثيُِّ  َّٔ َٔ ظَهَّىَ ذصََ  ِّ ُ عَهيَْ َٕ يُذْسِو  صَهَّٗ اللََّّ ُْ َٔ َحََ  ْٕ ًُ يَيْ  

“Nabi saw menikahi Maimunah, sedangkan 

beliau dalam keadaan berihram.” (HR. Bukhari)
74

 

Tetapi menurut para ulama hadits tersebut 

dikatakan berillat, Ibnu Abdul Hadi berkata bahwasanya 

hadits tersebut termasuk antara kesalahan-kesalahan 

yang terdapat dalam al-shahih. Karena dalam riwayat 

Muslim yang besumber dari Maimunah sendiri 

mengatakan: 

ٌَّ انَُّثيَِّ  َٔ ظَهَّىَ  أَ  ِّ ُ عَهيَْ َٕ دَلالَ  صَهَّٗ اللََّّ ُْ َٔ جَٓاَ  َّٔ ذصََ  

“Bahwasanya Nabi saw menikahinya sedangkan 

beliau dalam keadaan halal (tidak sedang berihram).” 

(HR. Muslim)
75

 

4. Jenis-jenis Wali Nikah 

Terdapat beberapa jenis dari wali dalam perkawinan, 

adapun jenis-jenis wali tersebut akan dijelaskan lebih rinci 

seperti berikut:  

a. Wali Nasab 

Nasab memiliki arti keturunan atau kerabat. 

Nasab biasanya diambil dari pertalian keluargaan 

berdasarkan hubungan darah. Nasab juga merupakan 
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salah satu fondasi kokoh untuk membina rumah tangga 

yang mengikat berdasarkan kesatuan darah.
76

 

Wali nasab mempunyai urutan kelompok dari 

keluarga mempelai wanita, adapun urutannya sebagai 

berikut: 

1) Kelompok pertama, kerabat laki-laki garis lurus ke 

atas yaitu ayah, kakek, kakek buyut, dan keturunan 

laki-laki seterusnya ke atas. 

2) Kelompok kedua, saudara laki-laki sekandung, 

saudara laki-laki seayah dan anak keturunan laki-

laki mereka (keponakan). 

3) Kelompok ketiga, saudara laki-laki sekandung ayah, 

saudara laki-laki seayah ayah (paman) dan anak 

keturunan laki-laki mereka (sepupu).  

4) Kelompok keempat, kerabat laki-laki kakek yaitu 

saudara laki-laki kakek baik sekandung maupn 

seayah serta anak keturunan laki-laki mereka.
77

 

Untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk 

menjadi walinya jika beberapa orang memiliki hak yang 

sama maka yang menjadi wali adalah kerabat yang lebih 

dekat derajat kekerabatannya.
78

 

Dalam wali nasab jika ditinjau berdasarkan dekat 

atau jauhnya perwalian dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Wali aqrab, wali yang hubungannya lebih dekat 

dengan calon mempelai wanita seperti, ayah lebih 

dekat hubungannya daripada kakek.  

2) Wali ab‟ad, wali yang hubungannya lebih jauh 

dengan calon mempelai wanita seperti, saudara 
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laki-laki sekandung lebih jauh hubungannya 

daripada ayah.
79

 

Berikut hal yang memungkinkan  perpindahan 

wali aqrab ke wali ab‟ad: 

1) Wali aqrabnya nonmuslim 

2) Wali aqrabnya fasik 

3) Wali aqrabnya belum dewasa 

4) Wali aqrabnya gila 

5) Wali aqrabnya bisu atau tuli.
80

 

Adapun jika ditinjau dari segi kekuasaannya maka 

dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:  

1) Wali mujbir, wali mujbir ini terdiri dari ayah dan 

kakek, mereka mempunyai hak penuh untuk 

menikahkan anak atau cucunya tanpa izin, 

dikarenakan perempuan itu belum baligh atau orang 

yang belum sempurna akalnya. Dan jika perempuan 

itu janda sebelum baligh maka harus menunggu 

baligh dan bisa diajak bermusyawarah. 

Wali mujbir ini diakui oleh agama karena 

memandang kepentingan yang diwalikan. 

Maksudnya, hal ini dilakukan karena anak 

perempuan ini belum bisa atau belum mengerti 

tentang kemashlahatan tentang dirinya sendiri. 

Maka persoalan seperti ini dikembalikan kepada 

walinya.
81

  

Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya 

wali mujbir berlaku bagi anak kecil (belum baligh), 

orang gila, dan orang yang kurang sempurna 

akalnya, sedangkan jumhur ulama membedakan 
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anak yang belum baligh dengan orang gila dan 

orang yang kurang sempurna akalnya.  Mereka 

berpendapat bahwa wali mujbir untuk orang gila 

dan orang yang kurang sempurna akalnya kepada 

ayah, kakek, pengampu dan hakim, sedangkan 

untuk anak yang belum baligh Imam Malik dan 

Ahmad berpendapat bahwa yang berhak adalah 

ayah dan pengampunya dan tidak boleh selain 

mereka, tetapi Imam Syafi‘i berpendapat bahwa 

yang berhak adalah ayah dan kakeknya.
82

 

2) Wali ghairu mujbir, wali yang tidak mempunyai hak 

penuh menikahkan seperti wali mujbir yaitu wali 

nasab selain ayah dan kakek.
83

 

b. Wali Hakim 

Jika dalam keadaan yang normal maka akad nikah 

biasanya dilakukan oleh wali nasab, tetapi jika ada satu 

dan lain hal yang terjadi maka kewenangan perwalian itu 

pindah kepada wali hakim, adapun sebab perpindahan 

kewenangan itu dikarenakan:  

1) Adanya pertentangan yang terjadi diantara para wali 

nasab. 

2) Wali nasab tidak ada di tempat atau tidak diketahui 

keberadaannya, ada tetapi tidak mungkin untuk 

hadir dalam akad nikah, atau bisa juga dikarenakan 

wali nasab enggan untuk dihadirkan.
84

 

Dalam hukum Islam wali hakim merupakan jalan 

keluar bagi pasangan yang ingin menikah tetapi 

terhalang karena wali nasabnya tidak dapat menikahkan. 

Wali hakim di Indonesia adalah penguasa dari 

pemerintah yaitu Pejabat Pengadilan atau aparat dari 
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KUA (PPN). Wali hakim juga bisa diangkat oleh orang 

terkemuka di daerah terseut seperti ustadz, kyai, maupun 

orang alim yang disegani di daerah itu.  

c. Wali Tahkim 

Wali Tahkim adalah wali yang diberi kuasa oleh 

calon mempelai pria atau calon mempelai wanita, tetapi 

wali yang diberi kuasa itu bukanlah aparat dari KUA 

atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adapun proses 

tahkim ini dilakukan secara lisan. Wali Tahkim biasanya 

terjadi dikarenakan wali nasabnya tidak ada, walinya 

ghaib, dan tidak ada qad‟i atau pejabat pengadilan 

maupun aparat KUA atau PPN.
85  

d. Wali Maula 

Wali maula adalah wali yang menikahkan 

budaknya sendiri. Maksudnya disini adalah, tuan (laki-

laki) dari budak perempuan itu boleh menikahkan budak 

perempuannya karena budak perempuan tersebut berada 

di bawah perwaliannya (tuan) apabila budak perempuan 

itu menerimanya. Karena budak adalah milik dari 

tuannya.
86

  

e. Wali Adhal 

Ada suatu kondisi dimana seorang ayah yang 

tidak mau menikahkan anak perempuannya, hal ini 

disebut dengan waliyul adhal yaitu wali yang enggan 

menikahkan. Jika dalam situasi yang mendesak dan 

memungkinkan  timbulnya mudharat jika anak 

perempuan itu tidak dinikahkan, maka hakimlah yang 

menjadi alternatif untuk bertindak sebagai wali untuk 

menikahkan anak tersebut.
87

 Jika dengan begitu wali 

adhal tetap tidak mengizinkan anaknya menikah tanpa 
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adanya alasan yang logis maka dengan izin Allah wali 

hakim bisa menikahkan gadis yang terdzalimi tersebut.
88

 

Perwalian kasus wali adhol ini tidak bisa jatuh 

kepada wali ab‟ad karena adhol ini merupakan perkara 

dzalim dan perkara dzalim harus diselesaikan oleh 

hakim. Berbeda jika memang alasan wali tersebut 

enggan menikahkan anaknya karena alasan yang 

dibenarkan, seperti halnya jika calon suami itu tidak 

sepadan, dan lain-lain, maka hal seperti itu bukan 

termasuk wali adhal. 89
 

5. Urutan Wali Nikah 

Urutan ini berdasarkan wali nasab yang telah 

dijelaskan sebelumnya, urutan wali ini berbeda-beda 

tergantung madzhabnya, berikut adalah urutannya: 

Jumhur Ulama Madzhab Hanafi 

1. Ayah 

2. Kakek 

3. Saudara laki-laki 

sekandung 

4. Saudara laki-laki 

seayah 

5. Keponakan 

sekandung 

6. Keponakan seayah 

7. Paman 

8. Anak paman 

(sepupu) 

sekandung 

9. Anak paman 

1. Anak laki-laki 

2. Cucu laki-laki 

3. Ayah 

4. Kakek 

5. Saudara laki-laki 

sekandung 

6. Saudara laki-laki 

seayah 

7. Keponakan 

sekandung 

8. Keponakan seayah 

9. Paman 

10. Anak paman 

(sepupu) sekandung 
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(sepupu) seayah 

 

11. Anak paman 

(sepupu) seayah 

12. Mut‟iq (orang yang 

memerdekakan 

budak) 

Tabel 2. 1. Urutan Wali 

Seseorang wali juga dapat mewakilkan perwaliannya 

kepada orang lain walaupun orang itu tidak temasuk daftar 

para wali. Hal itu sekarang sering dilakukan dan sah 

hukumnya apabila sudah terjadi akad antara wali dan 

wakilnya.
90

 

 

C. Taukil Wali Nikah  

Taukil Wali ini sama halnya dengan perwakilan, 

perwakilan dengan berbagai bentuk akad itu pada dasarnya 

diperbolehkan. Ulama fikih sepakat berpendapat bahwasanya 

segala bentuk akad yang dilakukan manusia untuk dirinya dapat 

diwakilkan kepada orang lain.  

1. Pengertian Taukil Wali 

Kata taukil sendiri berasal dari kata wakkala-

yuwakkilu-taukilan yang memiliki arti penyerahan atau 

pelimpahan kekuasaan. Dari segi makna taukil dan wakalah 

itu sama, tidak ditemukan perbedaannya karena berasal dari 

kata yang sama yaitu wakala.
91

 

Wakalah ialah seseorang yang menguasakan suatu 

urusan berbentuk akad kepada orang lain untuk mewakilinya, 

adapun urusan yang membolehkan adanya pelimpahan 
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kekuasaan seperti halnya jual beli, pengajuan perkara, wali 

nikah, dan lain-lain.
92

 

Dalam ranah perkawinan, wakalah biasa disebut 

dengan taukil wali, yaitu wali mempelai perempuan 

(muwakkil) mewakilkan kewaliannya kepada orang lain yang 

memenuhi syarat untuk menikahkan anak perempuannya 

(wakil).  

2. Dasar Hukum Taukil Wali 

Dalam perspektif hukum Islam, praktik taukil wali 

ini diperbolehkan baik wali nasabnya itu hadir ataupun tidak 

hadir. Hal ini diputuskan karena telah diriwayatkan dari 

Rasulullah saw jika beliau pernah mewakilkan Abu Rafi‘i 

untuk menikahi Maimunah dan beliau juga pernah 

mewakilkan Raja Najasyi untuk menikahkannya dengan 

Ummu Habibah. Pernikahan termasuk akad yang dibolehkan 

untuk diwakilkan karena pernikahan adalah akad timbal balik 

seperti halnya jual beli.  

Perwakilan ini sahnya tidak harus dengan izin calon 

mempelai wanitanya dan proses sighat perwakilan itu tidak 

perlu dihadirkan dua orang saksi. Sebagian penganut 

madzhab Syafi‘i mengemukakan orang yang tidak terpaksa 

tidak boleh mewakilkan kewaliannya kecuali dengan izin 

wanita yang akan dinikahkan. Demikian halnya juga wali 

hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk 

menikahkan seperti Kepala KUA yang bisa mewakilkan 

kepada Penghulu Madyanya.
93

  

Kebolehan yang telah dijelaskan sebelumnya itu 

didasarkan kepada sumber-sumber hukum berikut ini:  

a. Al-Qur‘an 
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   …..            ….. 

 (74)ظٕزِ انكٓف: 

“maka suruhlah salah seorang di antara kamu 

untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu 

ini” (Q.S. al-Kahfi [18]: 19). 

 

Dalam potongan ayat itu disebutkan untuk 

mengutus seseorang agar menggantikannya. Akhirnya 

ayat tersebut dijadikan landasan bagi kasus-kasus 

perwakilan, seperti halnya dengan taukil wali yang 

menggunakan ayat ini sebagai salah satu dasar 

hukumnya. Dengan syarat adanya kerelaan dari pihak 

yang memberikan kuasa tersebut. Kemudian terdapat 

lagi firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisa‘: 35 

                    

                         

       :(24)ظٕزِ انُعّاء 

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 

antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari 

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud 

Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. al-Nisa‘ [4]: 

35) 

 

Ayat ini turun saat terjadi perselisihan antara 

suami dan istri, maka Allah swt berfirman ―dan jika 

kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
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Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki 

dan seorang hakam dari keluarga perempuan‖ untuk 

mengutus seseorang agar menengahi masalah mereka.
94

 

Mengirim utusan guna menjadi penengah untuk 

menengahi suatu masalah sebenarnya merupakan salah 

satu upaya dari si penengah yang mewakili pihak a dan 

pihak b untuk berkomunikasi dengan baik sehingga 

dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. 

b.  Hadits 

1) Ada sebuah kisah dari hadits yang diriwayatkan oleh 

Abu Dawud yaitu: 

 َٔ ُْٓاَ  ٍِ جَذْشٍ فَٓهَكََ عَ ُْدَ اتْ اَ كَاَدَْ عِ ٍْ أوُِّ دَثيِْثحََ أَََّٓ عَ

 ُّٗ جَٓاَ انَُّجَاشِ َّٔ ٍْ ْاَجَسَ إنَِٗ أَزْضِ انْذَثشََحِ فصََ ًَ ٌَ فيِْ كَا

لُ  ْٕ َٔ ظَهَّىَ  زَظُ  ِّ ُ عَهيَْ ِ صَهَّٗ اللََّّ  اللََّّ

“dari Ummu Habibah, awalnya dia adalah 

isteri dari )Abdullah( bin Jahsy, kemudian ia wafat. 

Dia termasuk yang hijrah ke negeri Habasyah, 

maka raja Najasyi menikahkannya dengan 

Rasulullah saw, ketika dia tinggal bersama mereka 

)di negeri Habasyah(.” (HR. Abu Dawud)
95

 

 

Ramlah binti Abu Sofyan, atau biasa kita 

kenal dengan Ummu Habibah adalah salah satu istri 

Rasulullah saw yang dinikahi saat mereka berada 

pada jarak yang sangat jauh, Ummu Habibah saat 

itu berada di Habasyah (Afrika) sedangkan 

Rasulullah saw sedang berada di Madinah. Karena 

terhalang jarak maka Rasulullah saw menikahi 

Ummu Habibah dengan mengutus Amr bin 

                                                             
94 Syihabuddin, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, 

1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 706. 
95 Yatim, Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA 

Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di 
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Umayyah adh-Dhamri r.a sebagai wakil Rasulullah 

saw dan menunjuk Raja Najasyi sebagai wali untuk 

menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah 

saw karena dia tinggal bersama ketika di negeri 

Habasyah.
96

 

2) Terdapat lagi kisah Rasulullah saw mengutus 

seseorang untuk menikahkannya yaitu:  

ٌْ انَُّثيَِّ  َٔ ظَهَّىَ أَ  ِّ ُ عَهيَْ زَجُلاً صَهَّٗ اللََّّ َٔ كَّمَ أتَاَ زَافعِِ  َٔ

َحَِ زظي اّللَّ عُٓا ْٕ ًُ َْصَازِ يَيْ ٍَ الأَ  يِ

“Sesungguhnya Nabi saw mewakilkan 

kepada Abu Rafi‟i dan seorang lagi dari kaum 

Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi 

dengan Maimunah r.a.”97 

 

Suatu ketika, Rasulullah saw mengutus Abu 

Rafi‘i, yaitu seseorang budak yang telah 

dimerdekakan oleh beliau, dengan seorang sahabat 

dari kalangan Anshor untuk mewakili beliau untuk 

menikahi Maimunah r.a. 

c. Kaidah-Kaidah  

Hukum asal dari taukil wali adalah boleh, karena 

hukumnya disamakan dengan hukum wakalah. Tetapi 

hukum ini bisa berubah sesuai dengan urusan yang 

dikerjakan, hukumnya bisa sunnah jika menolong 

perkara yang disunnahkan, makruh jika menolong 

perkara yang makruh, bahkan hukumnya bisa juga 

haram jika yang diwakili itu perkara haram, maka wajib 
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bagi orang yang dimintai pertolongan wakil itu untuk 

menolak jika perkaranya berbahaya ataupun haram.
98

  

Mengenai kebolehan dan hak untuk melakukan 

perwakilan ulama fikih sepakat membolehkan praktik 

ini, sejalan dengan kaidah: 

مَ غَيْسَُِ  كِّ َٕ ٌْ يُ ٌَ نَُّ أَ فِ فِٗ شَئٍ كَا هكُِ دَقَّ انرَصََسُّ ًْ ٍْ يَ كُمُّ يَ

ِّ يَادَاوَ ذَنكَِ الأيَْسُ يقَْثمَُ انُْيِاَتحَُ   فيِْ

“setiap orang memiliki hak untuk menjalankan 

urusannya sendiri dan baginya pula terdapat kebolehan 

unutuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain 

selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang 

lain.” 

Selain kaidah di atas, terdapat juga kaidah lainnya 

dari ulama juga berkaitan dengan perwakilan yang 

berbunyi,  

 ْٕ قْصُ ًَ ٌَ انْ ِّ اِذَا كَا كِيْمُ فيِْ ْٕ ٍَ يَايذَُٕشُ انرَّ ٍَ انْفعِْمِ يذَْصُمُ يِ دُ يِ

كَّمِ  َٕ ًُ ٍَ انْ ا يذَْصُمُ يِ ًَ كِيْمِ كَ َٕ  انْ

“Sesuatu yang boleh diwakilkan, sedang apabila 

tujuan sudah tercapai oleh wakil maka hal itu sama 

dengan hasil dari orang yang mewakilkan.” (Asjmuni 

A. Rahman, 1976)
99

 

Sesuatu hal yang dimaksud adalah semua jenis 

akad yang bisa diwakilkan, seperti halnya pernikahan, 

jual beli ataupun utang-piutang. Untuk kasus akad nikah 

yang bertujuan untuk kebolehan bergaul antara laki-laki 

dan perempuan, maka dalam hal akad itu boleh 
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diwakilkan dan kedudukan wakil itu sama dengan 

kedudukan yang mewakilkannya.
100

  

d. Peraturan di Indonesia 

Selain dari al-Qur‘an, hadits, serta kaidah-kaidah 

yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia sendiri 

telah memiliki aturan tersendiri mengenai masalah taukil 

wali ini diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 28 yang berbunyi, ―Akad nikah 

dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang 

bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang 

lain.‖
101

  

Kompilasi Hukum Islam atau KHI sendiri muncul 

untuk mengangkat kembali ijtihad pada umat Islam di 

Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan berbagai 

perspektif yang timbul karena suatu persoalan yang 

terjadi. Penyatuan perspektif ini disesuaikan dengan 

budaya Indonesia yang tentunya tidak bertentangan 

dengan hukum-hukum Allah swt dalam al-qur‘an 

maupun sunnah.
102

 

Kemudian terkait taukil wali ini diatur juga dalam 

peraturan terbaru sekarang ini yang terdapat pada  

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi, ―Untuk 

melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali 

nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA 

Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain 

yang memenuhi syarat.‖
103
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3. Pendapat Para Madzhab Mengenai Taukil Wali 

Perwakilan ini dapat dilakukan baik dengan ucapan 

maupun tulisan dan para fuqaha sepakat bahwa tidak 

disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan, 

tetapi ada baiknya wakil mendatangkan saksi sebagai tidakan 

kewaspadaan karena ditakutkan adanya persengketan yang 

terjadi. Kekuasaan yang didapatkan oleh wakil dapat berlaku 

tindakannya sesuai dengan yang sebagaimana mestinya wali 

yang melakukan perwakilan ini lakukan. Dalam hal ini 

terdapat beberapa pendapat para madzhab mengenai taukil 

wali ini: 

a. Madzhab Hanafi 

Menurut pendapat madzhab ini, suatu perkawinan 

sah apabila kedua mempelai baik laki-laki dan 

perempuan sudah memiliki kemampuan sempurna dalam 

arti sudah akil baligh dan juga merdeka maka perempuan 

ini dapat menikahkan dirinya sendiri. Karena hal 

tersebut maka mempelai perempuan yang lebih memiliki 

hak untuk mewakilkan orang lain untuk menikahkan 

dirinya daripada wali nasabnya. Dan terjadinya 

perwakilan ini harus berdasarkan izin dari orang yang 

diwakili yaitu di sini orang yang lebih berhak adalah 

calon mempelai perempuan itu sendiri. 

Wewenang wakil menurut madzhab ini terbatas 

karena wakil dalam akad perkawinan sama seperti 

halnya dalam semua akad, maka menurut madzhab 

Hanafi wakil ini tidak boleh mewakilkan kembali 

perwakilan ini kepada orang lain karena orang yang dia 

wakili (muwakkil) merasa rela kepadanya bukan kepada 

orang lain lainnya kecuali memang sudah ada izin dari 

muwakkil itu sendiri.
104

 Adapun tindakan yang berhak 

dilakukan hanya sebatas apa yang diwakilkan saja tidak 

dengan perkara diluarnya. Akan tetap terdapat beberapa 
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masalah yang disepakati oleh Abu Hanifah dan 

sahabatnya yaitu: 

1) Jika muwakkil seorang perempuan maka wakilnya 

harus menikahkan perempuan tersebut dengan 

orang yang setara dengannya karena biasanya 

seorang perempuan demi kemashlahatannya ia tidak 

ingin menikah kecuali dengan orang yang setara 

dengannya agar tidak terjadi pertentangan di dalam 

keluarganya. 

2) Jika muwakkil seorang laki-laki yang ingin menikahi 

perempuan buta maka jika wakil menikahkannya 

dengan wanita yang bisa melihat maka akad 

tersebut sah terlaksana untuknya karena dia 

melakukan penyimpangan yang lebih baik dari apa 

yang ditetapkan orang yang dia wakili tersebut. 

3) Jika muwakkil seorang laki-laki yang akan menikah 

dengan perempuan yang belum baligh maka 

hukumnya boleh mengikuti pendapat dari 

kesepakatan para fuqaha. Jika perempuan tersebut 

masih ada dalam garis nasabnya baik masih belum 

baligh ataupun sudah baligh maka tidak sah akad itu 

karena terwujudnya tuduhan yang mencegah 

terlaksananya suatu akad.  

4) Jika wakil ditunjuk untuk menikahkan dua orang 

perempuan dan dia menikahkan salah satu dari 

perempuan itu maka akadnya sah terlaksana karena 

adanya hak pilihan dalam mewakilkan.  

5) Jika wakil diberikan wewenang unutk menikahkan 

muwakkil dengan seorang perempuan dan tidak 

adanya penentuan maka wakil menikahkannya 

dengan dua orang yang berbeda di tempat dan 

waktu yang berbeda maka yang sah pelaksanaan 

akadnya adalah yang paling pertama, sedangkan 

yang kedua tergantung dengan izin dari muwakkil. 
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6) Jika muwakkil seorang perempuan dan menunjuk laki-

laki sebagai wakilnya lalu dia menikahkan 

perempuan tersebut dengan dirinya sendiri maka 

akad ini tidak sah pelaksanaannya kecuali dengan 

izin perempuan tersebut.
105

  

b. Madzhab Syafi‘i 

Menurut madzhab ini perwakilan (taukil wali) 

boleh dilakukan dan yang berhak melakukan perwakilan 

adalah wali mujbir dari seorang perempuan yang akan 

menikah. Tetapi jika wali selain wali mujbir maka harus 

dengan izin sang perempuan yang akan menikah itu, jika 

perempuan tersebut menyetujui maka dia dapat 

mewakilkannya tetapi jika perempuan tersebut 

menolaknya maka dia tidak boleh mewakilkannya. 

Dalam akad nikah menurut jumhur fuqaha dan madzhab 

ini bahwa akad tidak boleh dilakukan hanya dengan satu 

pelaksana (pelaksana ijab dan pelaksana qabul) karena 

satu orang tidak bisa menggambarkan menjadi orang 

yang menyerahkan dan menerima. Tetapi Syafi‘i 

mengecualikan kasus kakek yang menikahkan cucu 

perempuan dari anak laki-lakinya dengan cucu laki-laki 

dari anak laki-lakinya yang lain, hal itu diperbolehkan 

karena dianggap kondisi darurat. 

Untuk hak-hak dari akad nikah itu kembali 

kepada orang yang asli karena wakil hanya bertindak 

sebagai utusan dari orang yang diwakilkan. Oleh karena 

itu wakil tidak berhak menuntut agar maharnya 

dipenuhi, nafkah dan hal lain yang bersangkutan karena 

hak itu kembali kepada orang yang mewakilkannya. Jika 

akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti 

terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai 

pengantinnya maka menurut madzhab Syafi‘i akad 
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tersebut tidak sah, ini ada fatwa yang digunakan dalam 

kehakiman di Mesir.
106

  

c. Madzhab Maliki  

Menurut madzhab ini taukil wali pada dasarnya 

boleh dilakukan tetapi ada aturan tambahan yaitu 

madzhab ini memberikan kebolehan bagi laki-laki 

mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang 

yaitu ihram haji ataupun umrah, maupun orang idiot, 

maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang 

Nasrani, seorang budak, ataupun seorang perempuan dan 

anak laki-laki yang sudah baligh untuk menikahkan 

seorang perempuan yang dia walikan. 

Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan 

seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai 

pengantinnya maka menurut madzhab Maliki akad 

tersebut tergantung izin dan kerelaan dari yang diwakili, 

jika mereka tidak masalah maka pernikahannya sah 

begitupun sebaliknya jika tidak menerima maka 

pernikahannya tidak sah.  

Madzhab Maliki menguraikan sebagian 

perselisihan dengan pernyataan, ―jika seorang 

perempuan menunjuk walinya yang selain wali mujbir 

untuk menikahkannya dengan orang yang dia cintai, 

maka dia harus menentukan calon suaminya sebelum 

akad karena adanya perbedaan tujuan perempuan dalam 

pandangannya terhadap laki-laki, jika tidak ditentukan 

maka akad bergantung kepada izinnya. Madzhab inipun 

membolehkan anak laki-laki paman (sepupu), wakil 

wali, dan hakim untuk menikahi perempuan itu kepada 

dirinya sendiri dan dilaksanakan sendiri kedua belah 

pihak akad. Hendaknya itu disaksikan keridhaan si 
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perempuan dengan saksi karena dikhawatirkan akan 

terjadi masalah di kemudian harinya.
107

 

d. Madzhab Hambali 

Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu 

termasuk madzhab Hambali membolehkan taukil wali 

tetapi tidak mengizinkan perempuan yang akan menikah 

untuk meminta mewakilkan orang lain kecuali walinya. 

Karena dia tidak memiliki hak untuk pelaksanaan akad 

nikahnya sendiri. Madzhab ini berpendapat izin 

perempuan dalam perwakilan tidak dianggap dalam 

sahnya akad perwakilan karena itu adalah hak dari 

walinya, begitu juga dengan dua orang saksi yang tidak 

diwajibkan.  

Tetapi jika wali mujbir yang memberikan hak 

perwakilannya maka wakil tidak perlu izin kepada 

perempuan yang akan menikah, namun jika selain dari 

wali mujbir yang memberikan hak perwaliannya maka 

wakil harus meminta persetujuan dari perempuan 

tersebut untuk melakukan tugas yang telah dilimpahkan 

kepadanya. Sama seperti madzhab Syafi‘i, jika terdapat 

tipuan dalam akad seperti terdapatnya cacat fisik pada 

calon mempelai pengantinnya maka akad tersebut tidak 

sah. Jumhur fuqaha termasuk madzhab Hambali 

memutuskan bahwa akad tidak boleh hanya dilakukan 

oleh satu orang saja karena harus ada pihak yang 

memberikan dan pihak yang menerima.
108

 

Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi berpendapat 

bahwa seorang wanita tidak boleh mewakilkan orang yang 

selain walinya untuk menikahkannya karena dia tidak 

memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia 

juga tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain untuk 

perkara ini. Akan tetapi wali mujbir si perempuan boleh 

mewakilkannya karena hal tersebut memanglah hak dari 
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seorang wali. Sedangkan menurut madzhab Hanafi seorang 

perempuan yang akan menikah boleh mewakilkan haknya 

untuk menikahkannya. Karena pada madzhab Hanafi tidak 

diwajibkan adanya wali untuk menikah, jika laki-laki dan 

perempuan yang akan menikah sudah memiliki kemampuan 

yang sempurna (akil, baligh, dan merdeka) maka perempuan 

bisa menikahkan dirinya sendiri begitupun seorang 

perempuan bisa mewakilkannya. 

4. Rukun dan Syarat Taukil  

Untuk melaksanakan taukil atau perwakilan maka hrus 

memenuhi rukun dan syaratnya yaitu sebagai berikut:  

a. Muwakkil (orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa) 

Syarat untuk muwakkil yaitu orang yang memberi 

kuasa harus seseorang yang dapat bertindak terhadap apa 

yang diwakilkan dan benar memang dia pemilik sah dari 

tindakan yang akan diwakilkan itu. Bagi seseorang yang 

memiliki gangguan jiwa atau anak kecil yang belum 

mummayiz maka mereka kehilangan kepemilikannya dan 

tidak memiliki hak untuk bertindak.
109

 

b. Wakil (orang yang menerima kuasa) 

Syarat untuk orang menerima kuasa ini adalah 

harus seseorang yang berakal. Seorang anak kecil yang 

tidak dapat membedakan baik buruk tidak boleh 

mewakilkan tetapi Hanafi berpendapat bahwa anak yang 

sudah baligh dan sudah bisa membedakan baik buruk 

maka boleh menjadi wakil. Adapun sebagian dari Hanafi 

yang membolehkan anak yang belum baligh menjadi 

wakil, hal itu dasarkan pada kisah Amar bin Ummu 

Salamah yang menikahkan ibunya dengan Rasulullah 

saw, disaat Amar masih seorang anak kecil yang belum 

baligh. 
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c. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) 

Syarat utama untuk sesuatu yang diwakilkan itu 

adalah tindakan yang baik bukan perkara-perkara buruk. 

Kemudian sesuatu yang diwakilkan itu harus diketahui 

secara persis oleh orang yang akan menjadi wakilnya. 

Sesuatu yang diwakilkan ini berlaku untuk semua jenis 

akad yang dilakukan oleh manusia, diantaranya yaitu 

akad jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, 

perkawinan, cerai dan mengatur harta. Hal itu berlaku 

bagi pria dan wanita. 

d. Sighat (lafal untuk mewakilkan) 

Syarat dari sighat itu harus disampaikan secara 

jelas oleh orang yang akan mewakilkan sebagai tanda 

kerelaan dari muwakkil, dan adanya lafal penerimaan 

dari sang wakil karena kerelaannya untuk mewakili 

perkara yang akan diwakilkan tersebut.
110
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